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BUPATI KUTAI BARAT 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT 

NOMOR 19 TAHUN 2020 

 
TENTANG 

 

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN 
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KUTAI BARAT, 
 

Menimbang :  a.   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 

(1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
08/PMK.07/2020 tata cara penyaluran dana alokasi 

umum tambahan, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum 
Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap 

Kelurahan Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 
Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendahaaran Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum 

Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG 
PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN 
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP 

KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggaraPemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom 
KabupatenKutai Barat. 

4. Bupati adalah Bupati Kutai Barat. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat. 

6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang 

dipimpin oleh Camat. 

7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat 

kecamatan. 

8. Lurah adalah Kepala Kelurahan. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 
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10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana 
yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan 
antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi. 

11. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi kelurahan yang 
selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 
adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di daerah 

Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara untuk Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana 

Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. 
 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 
Peraturan Bupati ini mengatur Rincian DAU Tambahan Bantuan 

Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan, yang meliputi: 

a. jumlah DAU Tambahan bantuan pendanaan kelurahan yang 

dianggarkan dalam APBD; 

b. mekanisme pengalokasian DAU Tambahan bantuan pendanaan 
kelurahan pada setiap kelurahan; dan 

c. rincian pembagian DAU Tambahan bantuan pendanaan kelurahan 
pada setiap kelurahan. 

 
BAB III 

BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN 

Pasal 3 

Besaran Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun 
Anggaran 2020 sebesar Rp.1.400.000.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus 

Juta Rupiah). 
 

BAB IV 
MEKANISME PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN 

 Pasal 4  

 
(1) Alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dialokasikan 

secara merata kepada seluruh Kelurahan. 

(2) Alokasi anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 
dalam APBD dimasukkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) masing-masing kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. 
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BAB V 
RINCIAN PEMBAGIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN 

KELURAHAN 

PASAL 5 
 

Rincian pembagian Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap 
kelurahan, baik yang bersumber dari DAU Tambahan Tahun Anggaran 
2020 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  
 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kutai Barat. 

 
 

     Ditetapkan di Sendawar 

     Pada tanggal, 29 Mei 2020 
 

BUPATI KUTAI BARAT, 
0000000000 

     ttd. 

 
                     FX. YAPAN 

 

Diundangkan di Sendawar 
Pada tanggal, 29 Mei 2020 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, 
 

          ttd. 
 

                          YACOB TULLUR 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 19 

Nama Jabatan Paraf 

H. Edyanto Arkan, S.E. Wakil Bupati  

Drs. Yacob Tullur, M.M. Sekda  

Dr. Misran Effendi, S.STP., S.H., M.Si. Ass. I  

Sahadi, S.Hut., M.Si Kepala BKAD  

Adrianus Joni, S.H., M.M. Kabag. Hukum  

Pidesia, S.E., M.Si. Kasubag. Kumdang  
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LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI 

NOMOR 19 TAHUN 2020 
TENTANG PENETAPAN DANA 
ALOKASI UMUM TAMBAHAN 

BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN 
SETIAP KELURAHAN TAHUN 
ANGGARAN 2020. 

 
RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN 

KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020 
 

NO. KELURAHAN SUMBER PENDANAAN DAU TAMBAHAN (RP) 

1. MELAK ULU 350.000.000,00 

2. MELAK ILIR 350.000.000,00 

3. BARONG TONGKOK 350.000.000,00 

4. SIMPANG RAYA 350.000.000,00 

 TOTAL 1.400.000.000,00 

 
 

 
BUPATI KUTAI BARAT, 

 
      ttd. 

 

                     FX. YAPAN 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 Salinan sesuai dengan aslinya 

Nama Jabatan Paraf 

H. Edyanto Arkan, S.E. Wakil Bupati  

Drs. Yacob Tullur, M.M. Sekda  

Dr. Misran Effendi, S.STP., S.H., M.Si. Ass. I  

Sahadi, S.Hut., M.Si Kepala BKAD  

Adrianus Joni, S.H., M.M. Kabag. Hukum  

Pidesia, S.E., M.Si. Kasubag. Kumdang  

 


